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Peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan kepentingan dan juga 

kebutuhan masyarakat kerap kali menuai polemik di tengah-tengah kehidupan 

bermasyarakat. Problematika dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 

2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan 

Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) membuktikan bahwa 

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang bersifat regeling ini juga tidak lepas 

dari problematika. Oleh karenanya, diperlukan mekanisme kontrol yang tepat 

terhadapnya. Dalam rangka mengakomodir kebutuhan masyarakat dan menjaga 

supremasi hukum dalam negara hukum yang demokratis sebagaimana Pasal 1 ayat 

(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan 

sistem checks and balances yang baik agar tidak terjadi abuse of power oleh 

penguasa. Oleh karenanya, dibutuhkan adanya relasi saling mengimbangi serta 

mengontrol satu sama lain antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

Lembaga yudikatif melalui wewenang judicial review berperan menyeimbangkan 

power dari lembaga legislatif dan eksekutif. Menurut dan 24C dan Pasal 24A ayat 

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, judicial 

review ini diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi  (MK) untuk undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

dan oleh Mahkamah Agung (MA) untuk peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang terhadap undang-undang. Aturan ini menempatkan Mahkamah 

Agung sebagai lembaga yang berposisi sebagai pembuat sekaligus penguji 

Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Padahal, dalam kekuasaan kehakiman, 

dikenal asas yang bernama nemo judex in causa sua, yaitu hakim tidak boleh 

menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Asas ini berkorelasi dengan dukungan 

terhadap asas imparsialitas agar segala putusan yang diberikan oleh hakim bersifat 

netral dan lepas dari kepentingan apapun. Berdasarkan hal itu, maka perlu diteliti 

lebih lanjut apakah kewenangan judicial review terhadap Peraturan Mahkamah 

Agung (Perma) yang sekarang sejalan dengan asas imparsialitas. Kemudian, 

bagaimana judicial review terhadap Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang 

ideal agar sejalan dengan asas imparsialitas. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban terkait kesesuaian antara 

kewenangan judicial review Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dengan asas 

imparsialitas dan untuk mengetahui bagaimana kewenangan judicial review 

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang ideal agar sejalan dengan asas 

imparsialitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat 

penelitian preskriptif, dimana penulis berupaya menganalisis permasalahan yang 

ada untuk memberikan argumentasi yuridis serta saran mengenai apa yang 
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seharusnya dilakukan. Tipe penelitian ini adalah yuridis Normatif (Legal 

Research) dan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan 

(Statue approach) dan pendekatan konsep (Conceptual approach) dengan 

menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 

1. Meskipun wewenang judicial review oleh Mahkamah Agung terhadap 

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) terlegitimasi oleh Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan judicial 

review Peraturan Mahkamah Agung ini tidak sejalan dengan asas 

imparsialitas karena bertentangan dengan esensi asas imparsialitas 

sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor   11 Tahun 2005 

Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And 

Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang  Hak-Hak Ekonomi, 

Sosial Dan Budaya), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung 

RI Dan  Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 

02/SKB/P.KY/IV/2009  Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku 

Hakim. Oleh karenanya, daat disimpulkan bahwa wewenang judicial 

review Peraturan Mahkamah Agung ini tidak sesuai dengan asas 

imparsialitas. 

2. Pemberian kewenangan judicial review yang sejalan dengan asas 

imparsialitas adalah dengan tidak menyerahkan kewenangan judicial 

review tentang Peraturan Mahkamah Agung (Perma) kepada lembaga 

pembentuk Peraturan Mahkamah Agung itu sendiri, yaitu Mahkamah 

Agung. Hal ini untuk mencegah conflict of interest serta keberpihakan 

dalam prosesnya. Berdasarkan pertimbangan mendalam dari referensi 

komparasi dengan negara Jerman, Austria, dan Belanda yang memiliki 

berbagai model dalam hal implementasi kekuasaan kehakiman, didapati 

kesimpulan akhir bahwa pelimpahan wewenang Judicial review terhadap 

Peraturan Mahkamah Agung ini hendaknya diberikan kepada Mahkamah 

Konstitusi selaku lembaga yang setara dengan Mahkamah Agung, kapabel 

dalam melaksanakan judicial review, serta telah memiliki aturan rinci yang 

mengontrolnya dengan baik agar tidak terjadi abuse of power. Akan tetapi, 

hal ini harus melalui serangkaian tahapan amandemen konstitusi, terutama 

amandemen pada Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, perlu adanya 

revisi undang-undang yang berkaitan dengan wewenang judicial review 

Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) agar terdapat 

landasan hukum yang sah dan mengikat terhadap hal tersebut. 

  



 

 

ix 

 

Alya Amani. Desember 2023. WEWENANG JUDICIAL REVIEW 

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DITINJAU DARI ASAS 

IMPARSIALITAS. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Lambung Mangkurat,  136 halaman. Pembimbing Utama: Dr. 

Hj. Erlina, S.H., M.H. 

ABSTRAK 

Judicial review terhadap Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sudah 

seharusnya sejalan dengan asas imparsialitas sebagaimana kode etik dan pedoman 

perilaku hakim sebagaimana yang terncatum dalam Undang-Undang tentang 

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, dan 

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial 

Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012. 

Namun, dalam praktiknya, judicial review terhadap Peraturan Mahkamah Agung 

(Perma) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung justru mengandung conflict of 

interest. Oleh karenanya, penelitian hukum ini mengkaji apakah judicial review 

terhadap Peraturan Mahkamah Agung (Perma) ini sudah sesuai dengan asas 

imparsialitas dan bagaimana konsep ideal yang sejalan dengan asas imparsialitas. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan 

undang-undang dan juga konseptual melalui analisis yang sistematis. Pelaksanaan 

judicial review terhadap Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tidak sejalan 

dengan asas imparsialitas karena bertentangan dengan sejumlah peraturan 

perundang-undangan, nilai-nilai keadilan filosofis, dan prinsip checks and 

balances. Idealnya, judicial review terhadap Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 

ini dilimpahkan kepada lembaga lain yang juga memiliki kapabilitas untuk itu 

namun berbeda ruang dengan Mahkamah Agung, yang dalam konteks ini ialah 

Mahkamah Konstitusi.  

Kata Kunci (kyeword): judicial review, Perma, asas imparsialitas 
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